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ABSTRAK : - Bahwa  koperasi  merupakan  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang 

mempunyai  kedudukan,  potensi,  dan  peran  yang  strategis 

dalam  meningkatkan  perekonomian  daerah,  menopang 

ketahanan  ekonomi  masyarakat,  dan  meningkatkan 

kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui 

kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi 

- Dasar Hukum PP  Nomor  7  Tahun  2021, Instruksi  Presiden  

Nomor  9  Tahun 2025, UU  Nomor  6  Tahun  2023, PP  Nomor  

12  Tahun  2019, PP  Nomor  7  Tahun  2021, Permendagri 

Nomor  77  Tahun  2020 

- Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk berkoordinasi, 

memfasilitasi, menyediakan anggaran, serta melakukan 

pembinaan, evaluasi, dan pelaporan dalam pendirian, 

pengembangan, dan revitalisasi koperasi. 

- Pembentukan koperasi diatur melalui tahapan sosialisasi, 

musyawarah desa/kelurahan, serta pemilihan pengurus dan 

pengawas yang mengedepankan transparansi dan representasi 

anggota. Koperasi dapat menjalankan berbagai usaha sesuai 

kebutuhan dan karakteristik wilayah, serta didorong untuk terus 

berinovasi dan memanfaatkan teknologi. 

- Menekankan pelindungan usaha koperasi dari persaingan tidak 

sehat dan memberikan jaminan pendanaan melalui APBD 

maupun sumber lain yang sah sehingga koperasi dapat 

berkembang secara berkelanjutan dan profesional 

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 25 Juni 

2025 

 

 


